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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hasil dari 

penelitian ini menunjukan: 

1. Bahwa Mengenai penindakan lalu lintas di hari libur berdasar kepada 

beberapa penjelasan dengan mengunakan pendekatan peraturan perundang 

undangan melalui penafsisran sistematis kepada Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat disimpulkan 

bahwa tindakan kepolisian merupakan bentuk pelaksanaan fungsi kepolisian 

dibidang pengakan hukum, ketertiban, dan keamanan bagi penguna lalu lintas 

dan jalan. Sehingga walaupun secara tersurat tidak ditegaskan di dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan maupaun di Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata 

Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akan tetapi secara tersirat penindakan itu 

diperbolehkan dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

2. Bahwa Faktor-faktor yang mendorong Kepolisian daerah Kota Gorontalo 

dalam melakukan penindakan lalu lintas di hari libur adalah terkait dengan 
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Permasalahan-Permasalahan lalu lintas secara umum yang dapat lihat meliputi 

kecelakaan lalu lintas menimbulkan korban jiwa dan harta, kemacetan lalu 

lintas, dan pelanggaran lalu lintas, serta ketidak tertiban lalu lintas. Selain itu 

bisa juga karena faktor manusia sebagai pemakai jalan, kendaraan, sarana 

prasarana, penegakan hukum, ketidak tertiban, kesemrawutan, yang menjadi 

pemandangan sehari-hari yang amat memprihatinkan.  

5.2 Saran 

Adapun saran dan rekomendasi dari Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti antara lain: 

1. Memperjelas ketentuan peraturan perundang undang mengenai penegakan 

hukum terhadap pelanggar lalulintas di hari libur, sebab sebagian 

masyarakat masi memperdebatkan terkait dengan kopolisian boleh atau 

tidak melalukan penindakan di hari libur. 

2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Gorontalo bahwa pada 

hari libur haruslah tetap menaati peraturan Lalulintas. 

3. Memperbaiki dan Menamba sarana dan prasarana terkait dengan lalu 

lintas dan angkutan jalan terutama fasilitas CCTV yang sudah menjadi 

standar dalam penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan di 

beberapa Kota maju di Indonesia.  
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